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WALIKOTA SOLO TETAP KOMITMEN TINGKATKAN  

PENDAPATAN ASLI DAERAH SOLO 

 
Sumber Gambar: Gibran-refleksi-1.jpg.webp (1200×800) (antaranews.com) 

 

Isi Berita:   

Solo (ANTARA) - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Solo untuk tahun ini dengan melakukan 

sejumlah upaya. 

"Sebetulnya PAD kami naik, tapi belum bisa mencapai target yang diharapkan. Makanya 

saya gencar cari CSR, mendatangkan investor," kata Gibran, di Solo, Jawa Tengah, Rabu. 

Selain itu, menurut dia, upaya lain yang dilakukan adalah privatisasi lahan pemkot yang 

dikerjasamakan. 

"Kami ingin lahan kami dipakai untuk kegiatan produktif. Apalagi Solo ini pemasukan 

murni dari pajak dan retribusi," katanya pula. 

Oleh karena itu, Gibran menilai ke depan perlu kreativitas yang lebih baik lagi. 

"Ada intensifikasi, ekstensifikasi. Saya ingin ke depan pencapaian PAD lebih baik," 

katanya pula. 

Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Surakarta sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Tulus Widajat mengatakan untuk 

pajak daerah pada tahun 2023 tercapai sebesar 84,11 persen. 

"Target pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp524,045 miliar dan terealisasi 

Rp441.597.304.536. Sebenarnya realisasi tahun 2023 sudah lebih tinggi dari 2022, jadi 

lebih banyak Rp33 miliar," kata dia. 

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/02/28/Gibran-refleksi-1.jpg.webp
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Ia mengatakan untuk capaian pada tahun 2023 hampir sama dengan tahun sebelumnya, 

yakni 84,27 persen. 

Selain itu, untuk realisasi retribusi pada tahun 2023 tercapai 71,52 persen dari target, 

yakni target Rp85.443.461.840 dan tercapai Rp57.705.618.557. 

 

Menurut dia, sebagian penerimaan yang tidak mencapai target ada di bawah Dinas PUPR, 

seperti persetujuan bangunan gedung (PBG). 

Dia mengatakan ada penyesuaian dengan peraturan bangunan yang baru, sehingga dari 

target yang ditetapkan sebesar Rp18 miliar hanya tercapai Rp5,5 miliar. 

"Selain itu sewanya PDAM, tidak ada penambahan pipa, tanah yang dipakai tidak 

bertambah, artinya tidak ada sewa untuk itu. Kemungkinan tahun ini akan ada 

penambahan jaringan dari PDAM, sambungan rumah akan menambah retribusi 

pemakaian kekayaan daerah," katanya pula. 

Meski demikian, katanya lagi, ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang 

retribusinya mencapai target, salah satunya pada Dinas Perhubungan yang target 

retribusinya mencapai 100 persen lebih. 

"Tahun lalu masih ada parkir, uji kendaraan kemudian izin trayek, tapi sekarang uji 

kendaraan dan izin trayek sudah tidak ada, tahun 2024 sudah hilang," katanya lagi. (Aris 

Wasita) 

Sumber Berita: 

1. Gibran tetap komitmen tingkatkan PAD Solo - ANTARA Jateng (antaranews.com), 

“Gibran Tetap komitmen Tingkatkan PAD Solo”, tanggal 28 Februari 2024. 

2. Gibran berkomitmen tingkatkan PAD Solo - ANTARA News, “Gibran Berkomitmen 

Tingkatkan PAD Solo”, tanggal 28 februari 2024. 

Catatan : 

• Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah 

yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.1  

• Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai 

 
1 Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2022,  Pasal 1 angka 20 

https://jateng.antaranews.com/berita/525735/gibran-tetap-komitmen-tingkatkan-pad-solo
https://www.antaranews.com/berita/3987585/gibran-berkomitmen-tingkatkan-pad-solo
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pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan 

desentralisasi.2   

• Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam 

mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah 

dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun 

pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah 

memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap 

pembangunan daerahnya.3 

• Kepanjangan CSR adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial 

perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki 

tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas 

hingga pemangku kepentingan.  CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya 

dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan 

mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka 

timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.4 

• CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah 

program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang 

menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat 

termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.5 

• Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program 

pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan 

hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti 

pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya. 6  

•  Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 

 
2 Kemenkeu, diakses dari : https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-

daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20per

undang%2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05 
3 jdih.babelprov , diakses dari : https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-

tanpa-membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05 
4 https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-

contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingg

a%20pemangku%20kepentingan. 
5 Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari 

:https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-

dan-contohnya, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12 
6 Ibid 

https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan
https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan
https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan
https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat
https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat
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2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak 

spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib 

tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan 

kepatutan dan kewajaran. 

 

 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 


